
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : 188 .45/ 896 /KPTS/408 .12/2021 

TENTANG 

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR 
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) 
Peraturan B u p a t i Nomor 195 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupa t i Nomor 136 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan 
per lu menetapkem Nomenklatur dan Tugas Sub 
Koordinator d i L ingkungan Dinas Sosial Kabupaten 
Pacitan; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Keputusan Bupa t i Pacitan 
tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub 
Koordinator d i L ingkungan Dinas Sosial Kabupaten 
Pacitan. 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

4. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipi l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah beberapa ka l i t e rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 
Undang-undang Nomor 11 t a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah 



d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia t a h u n 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

5. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi B i rokras i Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administras i ke Dalam Jabatan 
Fungsional ; 

6. Peraturan Menter i Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi B irokras i Republ ik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 Tentang Penyederhanaan S t r u k t u r Organisasi Pada 
Instans i Pemerintah U n t u k Penyederhanaan Birokras i 
(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 
Nomor 9); 

8. Peraturaan Bupa t i Nomor 136 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupat i Nomor 
195 Tahun 2 0 2 1 . 

MEMUTUSKAN : 

Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator d i l ingkungan Dinas 
Sosial Kabupaten Pacitan, sebagaimana tersebut pada 
Lampiran Keputusan i n i . 

Sub Koordinator d i l ingkungan Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sebagaimana 
d imaksud dalam D i k t u m * *KESATU" Keputusan i n i d i l akukan 
oleh kelompok j aba tan fungsional da lam rangka member ikan 
pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaa tugas dan 
fungsi Jabatan Adminis t rator sesuai dengan bidang keahl ian 
dan keterampi lan. 

Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan 
Jabatan fungsional Ah l i Muda dar i has i l penyetaraan Jabatan 
Pengawas. 

Da lam keadaan ter tentu Sub Koordinator dapat merangkap 
tugas sesuai penugasan. 

Sub Koordinator sebagaimana d imaksud dalam D i k t u m 
"KEITIGA" da lam pelaksanaan tugas sesuai dengan target 
u n t u k masing-masing ind ikator kiner ja yang harus dicapai 
dengan d idasarkan dokumen perjanj ian kiner ja pada u n i t kerja 
masing-masing. 



KEENAM : Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal pe lant ikan pejabat 
fungsional has i l penyetaraan dar i Jabatan Pengawas. 

Di te tapkandi Pacitan 
pada tanggal 30 - 12 - 2021 

BUPATI PACITAN, 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Salinan sesuai dengan a ^ i n y a 
Kepala Bagwai Huk t rn i , 

rrENf^AHYANTORO, SH., M.Si 
y'' Pembina 

NIP; 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 188 .45/896/KPTS/408 .12/2021 
TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR DI 
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN 

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR 
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN 

A. Sub Koordinator pada Sekretariat, terd i r i dar i : 
a. Sub Koordinator Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunya i tugas: 

1. me lakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
2. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
3. me lakukan pengelolaan data; 
4. me lakukan penyusunan laporan kinerja; dan 
5. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Sub Koordinator Keuangan, mempunya i tugas: 
1. mengelola dan menyiapkan baihan pelaksanaan penatausahaan 

keuangan, me l iput i : penyiapan dan pengelolaan adminis tras i keuangan; 
2. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan u rusan akuntans i dan 

pelaporan keuangan; 
3. melaksanakan penatausahaan, rekonsi l iasi dan verif ikasi data 

penerimaan pendapatan asl i daerah dan pendapatan la innya yang sah; 
4. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
5. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

B. Sub Koordinator pada Bidang Pelayanan dan Rehabil itasi Sosial, terd i r i dari : 
a. Sub Koordinator Pelayanan dan Rehabil itasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, 

mempunya i tugas: 
1. meny iapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial anak 

bal i ta, rehabi l i tas i sosial anak ter lantar, rehabi l i tasi sosial anak 
berhadapan dengan h u k u m , rehabi l i tas i sosial anak yang memer lukan 
per l indungan khusus , pelayanan dan per l indungan sosial l an jut usia, 
pengembangan kemampuan, b imbingan lan jut dan aksesibil itas sosial 
l an ju t usia; 

2. meny iapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan sosial anak 
bal i ta, rehabi l i tas i sosial anak ter lantar , rehabi l i tasi sosial anak 
berhadapan dengan h u k u m , rehabi l i tas i social anak yang memer lukan 
per l indungan khusus , pelayanan dan per l indungan sosial lan jut usia, 
pengembangan kemampuan, b imbingan lan ju t dan aksesibil itas sosial 
l an ju t usia; 

3. member ikan b imbingan teknis pelayanan sosial anak bal i ta, 
rehabi l i tas i sosial anak ter lantar, rehabi l i tas i sosial anak berhadapan 
dengan h u k u m , rehabi l i tasi sosial anak yang memer lukan 
per l indungan khusus , pelayanan dan per l indungan sosial l an jut usia, 
pengembangan kemampuan , b imbingan lan ju t dan aksesibil itas sosial 
l an ju t usia; 

4. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak bal i ta, 
rehabi l i tas i sosial anak ter lantar, rehabi l i tas i sosial anak berhadapan 
dengan h u k u m , rehabi l i tasi sosial anak yang memer lukan 
per l indungan khusus , pelayanan dan per l indungan sosial lan jut usia, 
pengembangan kemampuan , b imbingan lan ju t dan aksesibil itas sosial 
l an ju t usia; dan 



5. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

b. Sub Koordinator Pelayanan dan Rehabil itasi Sosial Penyandang Disabil i tas 
dan Tuna Sosial, mempunya i tugas: 
1. meny iapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan rehabi l i tasi sosial 

disabi l i tas fisik, menta l , sensorik, in te lektua l , disabi l i tas ganda dan 
bekas penderita penyakit kron is serta rehabi l i tas i sosial gelandangan, 
pengemis, bekas warga b inaan pemasyarakatan, korban perdagangan 
orang, korban t indak kekerasan dan eks t u n a susila; 

2. melaksanakan kegiatan pelayanan rehabi l i tas i sosial disabil i tas fisik, 
menta l , sensorik, in te lektua l , disabi l i tas ganda dan bekas penderita 
penyakit kron is serta rehabi l i tas i sosial gelandangan, pengemis, bekas 
warga b inaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban 
t indak kekerasan dan eks t u n a susila; 

3. member ikan b imbingan teknis da lam pelayanan rehabi l i tasi social 
disabi l i tas fisik, menta l , sensorik, in te lektua l , disabi l i tas ganda dan 
bekas penderita penyakit kron is serta rehabi l i tasi sosial gelandangan, 
pengemis, bekas warga b inaan pemasyarakatan, korban perdagangan 
orang, korban t indak kekerasan dan eks t u n a susila; 

4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama teknis penyelenggaraan 
pelayanan rehabi l i tas i social disabi l i tas fisik, mental , sensorik, 
inte lektual , disabi l i tas ganda dan bekas penderita penyakit kron is 
serta rehabi l i tas i sosial gelandangan, pengemis, bekas warga b inaan 
pemasyarakatan, ko rban perdagangan orang, korban t indak kekerasan 
dan eks t u n a susila; 

5. mengawasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pelayanan rehabi l i tas i sosial disabi l i tas fisik, mental , 
sensorik, inte lektual , disabi l i tas ganda dan bekas penderita penyakit 
kron is serta rehabi l i tas i sosial gelandangan, pengemis, bekas warga 
b inaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban t indak 
kekerasan dan eks t u n a susila; dan 

6. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Sub Koordinator pada Bidang Per l indungan dan Jam inan Sosial, terd ir i dari : 
a. Sub Koordinator Penanganan Fakir M i sk in , Penyelenggaraan Perl indungan 

Dan J a m i n a n Sosial, mempunya i tugas: 
1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penanganan fakir m isk in , 

penyelenggaraan per l indungan dan j a m i n a n sosial bagi anak terlantar, 
l an ju t us ia ter lantar, penyandang disabi l i tas fisik, mental , dan fisik 
dan menta l yang derajat disabi l i tas tergolong berat, serta eks penderita 
penyakit kron is yang tergolong berat yang mengalami 
ke t idakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program 
keluarga harapan; 

2. meny iapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penanganan fakir 
m i sk in , penyelenggaraan per l indungan dan j a m i n a n sosial bagi anak 
ter lantar, l an ju t us ia ter lantar, penyandang disabi l i tas fisik, mental , 
dan fisik dan menta l yang derajat disabi l i tas tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit k ron i s yang tergolong berat yang mengalami 
ke t idakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program 
keluarga harapan; 

3. member ikan b imbingan teknis penanganan fakir m i sk in , 
penyelenggaraan per l indungan dan j a m i n a n sosial bagi anak terlantar, 
l an ju t us ia ter lantar , penyandang disabi l i tas fisik, mental , dan f is ikdan 
menta l yang derajat disabi l i tas tergolong berat, serta eks penderita 
penyakit kron is yang tergolong berat yang mengalami 



ke t idakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program 
keluarga harapan; 

4. memantau pelaksanaan kegiatan penanganan fakir m i sk in , 
penyelenggaraan per l indungan dan j a m i n a n sosial bagi anak terlantar, 
l an ju t us ia ter lantar, penyandang disabi l i tas fisik, menta l , dan fisik 
dan menta l yang derajat disabi l i tas tergolong berat, serta eks penderita 
penyakit kron is yang tergolong berat yang mengalami 
ke t idakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program 
keluarga harapan; 

5. mengendal ikan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir m i sk in , 
penyelenggaraan per l indungan dan j a m i n a n sosial bagi anak terlantar, 
l an ju t us ia ter lantar, penyandang disabi l i tas fisik, mental , dan fisik 
dan menta l yang derajat disabi l i tas tergolong berat, serta eks penderita 
penyakit kron is yang tergolong berat yang mengalami 
ke t idakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program 
keluargaharapan; 

6. mengoordinasikan dengan u n i t dan atau instans i la in pelaksanaan 
kegiatan penanganan fakir m i sk in , penyelenggaraan per l indungan dan 
j a m i n a n sosial bagi anak ter lantar, l an ju t us ia ter lantar, penyandang 
disabi l i tas fisik, menta l , dan fisik dan menta l yang derajat disabil i tas 
tergolong berat, serta eks penderita penyakit kron is yang tergolong 
berat yang mengalami ke t i dakmampuan sosial dan ekonomi, serta 
penguatan program keluarga harapan; 

7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan fakir 
m i sk in , penyelenggaraan per l indungan dan j a m i n a n sosial bagi anak 
ter lantar, l an ju t us ia ter lantar, penyandang disabil i tas fisik, mental , 
dan f isik dan menta l yang derajat disabi l i tas tergolong berat, serta eks 
penderita penyakit k ron i s yang tergolong berat yang mengalami 
ke t idakmampuan sosial dan ekonomi, serta penguatan program 
keluarga harapan; dan 

8. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

b. Sub Koordinator Penanganan Bencana, mempunya i tugas: 
1. meny iapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan, mit igasi , 

tanggap darura t bencana alam, pemul ihan dan penguatan sosial 
korban bencana a lam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, 
serta pencegahan penanganan dan per l indungan bagi korban bencana 
sosial, warga negara migrant bermasalah dan pemulangan orang 
ter lantar; 

2. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, mit igasi , tanggap darura t 
bencana alam, pemul ihan dan penguatan sosial korban bencana 
a lam, serta kerjasama dan pengelolaan logist ik bencana; 

3. melaksanakan koordinas i dan kerjasama dengan instans i a tau 
Lembaga pencegahan penanganan dan per l indungan bagi korban 
bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan pemulangan 
orang ter lantar; 

4. member ikan b imbingan teknis kesiapsiagaan dan mit igasi , tanggap 
darura t bencana alam, Pumul ihan dan penguatan sosial korban 
bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, serta 
melaksanakan ident i f ikasi , assesment dan penjangkauan cepat dalam 
rangka penyelenggaraan Pencegahan penanganan dan per l indungan 
bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan 
pemulangan orang ter lantar; 

5. mengawasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mit igasi , tanggap 
darura t bencana a lam, pemul ihan dan penguatan sosial korban 
bencana a lam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana; 



6. menyediakan pelayanan konsul tas i dan konsel ing serta intervensi 
psiko sosial terbadap korban bencana sosial serta warga negara 
migran bermasalah dan pemulangan orang ter lantar; 

7. me lakukan reassesment dan pemulangan penanganan warga negara 
migran bermasalah serta pemulangan orang ter lantar; 

8. me lakukan moni tor ing , evaluasi, dan pelaporan terhadap 
penyelenggaraan penanganan bencana, dan penanganan warga negara 
migran bermasalah serta pemulangan orang ter lantar; dan 

9. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Sub Koordinator pada Bidang Pemberdayaan Sosial, terd i r i dar i : 
a. Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperint isan, dan Kesetiakawanan Sosial, 

mempunya i tugas: 
1. menyusun bahan pedoman penanganan komuni tas adat terpencil 

me l iput i pengelolaan data, pemberdayaan, pendampingan dan 
fasil itasi, serta penanaman n i la i -n i la i kepahlawanan, keperint isan dan 
keset iakawanan sosial pada generasi muda , pelajar, mahasiswa, gu ru 
dan masyarakat, memfasi l i tasi pemberian penghargaan pada per int is 
kemerdekaan dan j a n d a per int is kemerdekaan, memfasil i tasi 
penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi 
sosial, dan memel ihara t aman m a k a m pahlawan nasional; 

2. melaksanakan kegiatan penanganan komuni tas adat terpencil 
me l iput i pengelolaan data, pemberdayaan, pendampingan dan 
fasil itasi serta penanaman n i la i -n i la i kepahlawanan, keperint isan dan 
keset iakawanan sosial pada generasi muda , pelajar, mahasiswa, guru 
dan masyarakat, memfasi l i tasi pemberian penghargaan pada perint is 
kemerdekaan dan j a n d a per int is kemerdekaan, memfasi l i tasi 
penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi 
sosial, dan memel ihara t aman m a k a m pahlawan nasional; 

3. member ikan b imbingan dan la t ihan ke t rampi lan usaha dalam rangka 
penanganan komuni tas adat terpencil me l iput i pengelolaan data, 
pemberdayaan, pendampingan dan fasil itasi serta penanaman ni la i -
n i l a i kepahlawanan, keper int isan dan keset iakawanan sosial pada 
generasi muda , pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat, 
memfasi l i tasi pemberian penghargaan pada per int is kemerdekaan dan 
j a n d a per int is kemerdekaan, memfasi l i tasi penganugerahan gelar 
tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, dan memel ihara 
t aman m a k a m pahlawan nasional ; 

4. memantau pelaksanaan kegiatan penanganan komuni tas adat 
terpenci l me l ipu t i pengelolaan data, pemberdayaan, pendampingan 
dan fasil itasi serta penanaman n i la i -n i la i kepahlawanan, keperint isan 
dan keset iakawanan sosial pada generasi muda , pelajar, mahasiswa, 
gu ru dan masyarakat, memfasi l i tasi pemberian penghargaan pada 
per int is kemerdekaan dan j anda per int is kemerdekaan, memfasi l i tasi 
penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi 
sosial, dan memel ihara t aman m a k a m pahlawan nasional; 

5. mengendal ikan pelaksanaan kegiatan penanganan komuni tas adat 
terpenci l me l ipu t i pengelolaan data, pemberdayaan, pendampingan 
dan fasil itasi serta penanaman n i la i -n i l a i kepahlawanan, keperint isan 
dan keset iakawanan sosial pada generasi muda , pelajar, mahasiswa, 
gu ru dan masyarakat, memfasi l i tasi pemberian penghargaan pada 
per int is kemerdekaan dan j a n d a per int is kemerdekaan, memfasil i tasi 
penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, 
restorasisosial, dan memel ihara t aman m a k a m pahlawan nasional; 

6. mengoordinasikan pelaksanaan dengan u n i t dan atau instansi terkait 
kegiatan penanganan komun i tas adat terpenci l me l iput i pengelolaan 



6. mengoordinasikan dengan u n i t dan a tau instans i la in pelaksanaan 
kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang ta runa , organisasi 
sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dun i a 
usaha, pekerja sosial masyarakat dan wani ta pemimpin kegiatan 
sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta pembinaan, 
periz inan, pemantauan, penyel idikan dan penyidikan terbadap 
penyimpangan pengumpulan a tau pengelolaan sumber dana sosial; 
dan 

7. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

BUPATI PACITAN 

Ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan aslmya 
Kepala BagidfTHykurfC 

PENI CAHYANTORQ, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 


